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ABSTRACT

The purpose of this research is to monitor the arrangement of settlements in the Mahakam River
area in accordance with the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing
Number 28 of 2015, in order to provide recommendations for regional development in Samarinda
City and sustainable residential areas. The primary data processing in this study was followed by
descriptive analysis. Land cover maps obtained from the National Geospatial Information Agency
were analyzed using buffering analysis techniques with a width of 100 meters on the left and right
sides of the river to determine the river buffer area and identify settlements that violate the
regulations. The 100-meter boundary was chosen based on the provisions of the Regulation of the
Minister of Public Works and Public Housing Number 28 of 2015, which defines the transitional
urban-rural study area. It was found that settlements encroaching upon the river buffer area
covered an area of 2 km2 along three sub-districts, namely Loa Janan Ilir, Samarinda Seberang,
and Palaran. The management of the Mahakam River buffer zone is closely related to
biogeophysics, socio-economic, and institutional aspects. Managing the river buffer zone is
critical for environmental sustainability and protecting communities from flood risks. Proper
zoning, urban greening, community participation, law enforcement, and the use of technology are
essential to maintain the river's ecosystem and the well-being of the community.
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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah memantau penataan permukiman di kawasan tepian sungai Mahakam
sesuai dengan PERMEN PUPR Nomor 28 Tahun 2015 untuk selanjutnya dapat diberikan
rekomendasi pengembangan wilayah di Kota Samarinda dan kawasan permukiman berkelanjutan.
Pengolahan data utama pada penelitian dilanjutkan dengan analisis deskriptif. Peta penutup lahan
yang diperoleh dari Badan Informasi Geospasial menyajikan data penutup lahan permukiman
dianalisis dengan menggunakan teknik analisis buffering dengan lebar 100 meter di kiri dan kanan
sungai untuk mengetahui area sempadan sungai dan permukiman yang melanggar. Batas 100
meter dipilih berkaitan dengan ketentuan lebar, kedalaman, dan lokasi sungai menurut PERMEN
PUPR Nomor 28 Tahun 2015 yang merupakan wilayah kajian peralihan perkotaan-perdesaan.
Kawasan permukiman yang melanggar aturan sempadan sungai seluas 2 km? pada sepanjang 3
kecamatan yaitu Kecamatan Loa Janan Ilir, Samarinda Seberang, dan Palaran. Arahan pengelolaan
sempadan Sungai Mahakam tidak lepas dari biogeofisik, sosial-ekonomi, dan kelembagaan.
Pengelolaan sempadan sungai kritis untuk keberlanjutan lingkungan dan melindungi masyarakat
dari risiko banjir. Diperlukan penetapan zona tepat, penghijauan kota, partisipasi masyarakat,
penegakan hukum, dan pemanfaatan teknologi untuk menjaga ekosistem sungai dan kesejahteraan
masyarakat.

Kata kunci: Sempadan Sungai; Permukiman; Sungai Mahakam; Samarinda

PENDAHULUAN

Permukiman, sebagai wilayah yang sangat penting bagi manusia dalam rangka
mempertahankan hidup dan melanjutkan kehidupan juga memiliki dampak signifikan
terhadap tampilan suatu kota melalui bentuk fisiknya (Garib & Noorhamidah, 2017; Yang et
al., 2015). Keberadaan permukiman tidak terlepas dari pengaruh geografis, seperti topografi
dan keberadaan sumber daya alam (Afdholy et al., 2019; Robinson et al., 2012; Tan et al.,
2022). Selain itu terdapat faktor lain seperti, fasilitas pelayanan umum, transportasi dan
komunikasi, ekonomi, dan kapasitas produksi pangan juga berimplikasi pada sebaran
permukiman yang tidak merata (Bar, 2004; Onaolapo et al., 2020; Seto & Fragkias, 2005).
Peningkatan jumlah penduduk, jangkauan aksesibilitas, dan pergerakan ekonomi merupakan
faktor yang juga mempengaruhi arah perkembangan permukiman (Gunawan et al., 2022).

Wilayah perkotaan merupakan pusat kegiatan yang akan terus mengalami peningkatan
jumlah penduduk. Permintaan ruang untuk tempat tinggal akan semakin meningkat seiring
bertambahnya jumlah penduduk (Priscilia, 2020). Migrasi penduduk yang masuk juga
merupakan faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk di suatu wilayah (Hosseini et al.,
2023). Wilayah perkotaan cenderung lebih maju dibandingkan wilayah perdesaan sehingga
menjadi daya tarik untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik (Irnayani, 2019).
Perkembangan pertumbuhan penduduk memiliki dampak terhadap perubahan penggunaan
lahan untuk keperluan pembangunan permukiman. Terbatasnya lahan di wilayah perkotaan
dan tingginya kebutuhan akan tempat tinggal memberikan peluang bagi masyarakat untuk
membangun permukiman pada wilayah yang tidak semestinya. Kecenderungan untuk
memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal berdampak pada aspek lingkungan (Rakuasa &
Somae, 2022; Salhi et al., 2020; Zhang et al., 2023).

Daerah dataran rendah dan dataran landai seringkali berubah menjadi permukiman
(Sawitri & Subiyanto, 2016). Daerah bantaran sungai yang menjadi area resapan telah banyak
dialih fungsikan menjadi kawasan permukiman sehingga menimbulkan berbagai dampak
negatif seperti bencana banjir (Carrasco & Dangol, 2019; Zehra et al., 2019). Keterbatasan
lahan di kota memunculkan keinginan masyarakat untuk menggunakan ruang di area
pinggiran kota untuk dijadikan permukiman termasuk kawasan bantaran sungai. Area
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pinggiran kota yang merupakan jalur komuter justru menjadi kawasan permukiman kumuh
yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota (Dalu et al., 2018). Kota Samarinda
merupakan Ibu kota Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi kawasan perputaran ekonomi
sehingga memiliki perkembangan aktivitas penduduk dan daya tarik tinggi untuk bermukim.
Kota Samarinda memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Provinsi Kalimantan Timur
yaitu sebanyak 828 ribu jiwa (BPS-Statistic of Kalimantan Timur Province, 2021).
Berdasarkan jumlah penduduk tersebut, dapat diketahui permintaan lahan permukiman di
Kota Samarinda relatif tinggi untuk menyediakan rumah dan hunian yang layak.

Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk melaksanakan pengaturan tata ruang
(Firdaus et al., 2021; Rahmad et al., 2023) dan melakukan perbaikan mutu (Biesse Putri,
2022) serta harmonisasi perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Ulenaung, 2019) untuk mewujudkan kehidupan yang lebih ideal dan responsif terhadap
kebutuhan yang lebih baik, serta menciptakan wilayah nasional yang aman, nyaman,
produktif, dan berkelanjutan (Simamora & Sarjono, 2022; Ulenaung, 2019). Hal itu
dimaksudkan untuk menekan permasalahan atas kebutuhan ruang sebagai akibat dari faktor
ekonomi (Hakim et al., 2021) dan pertumbuhan penduduk kota yang semakin meningkat
(Dewita & Aldhy, 2020; Prayojana et al., 2020). Tujuan penelitian ini adalah memantau
penataan permukiman di kawasan tepian sungai Mahakam sesuai dengan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PERMEN PUPR) Nomor 28 Tahun 2015 untuk
selanjutnya dapat diberikan rekomendasi pengembangan wilayah di Kota Samarinda dan
kawasan permukiman berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA
A. Permukiman
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan permukiman menguraikan
bahwa permukiman adalah kawasan tempat tinggal yang terdiri dari unit-unit perumahan
dengan fasilitas, sarana-prasarana, dan utilitas. Kawasan permukiman berfungsi sebagai
tempat tinggal dan mendukung aktivitas dan kehidupan penduduk. Pertumbuhan
permukiman dipengaruhi oleh pertumbuhan kota dan juga dipengaruhi oleh aktivitas,
pertambahan jumlah penduduk, dan kondisi ekonomi penduduk (Haidir & Rudiarto,
2019; Wang et al., 2022). Peningkatan kebutuhan lahan untuk permukiman yang tidak
dapat disediakan oleh wilayah perkotaan mengakibatkan ekspansi wilayah ke bagian
pinggiran kota (urban fringe) (Putri et al., 2016). Setiap wilayah perkotaan menghadapi
tantangan ini karena kota adalah wilayah yang sangat dinamis dalam pertumbuhan
penduduk, yang mengakibatkan risiko tinggi terhadap kepadatan penduduk dan
bangunan, serta rentan terhadap penurunan mutu area permukiman (Firdianti, 2010;
Hosseini et al., 2023).
B. Daerah Aliran Sungai
Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu rangkaian ekosistem yang mencakup
berbagai sumber daya alam, termasuk tanah, air, tumbuhan, dan unsur manusia.
Keterkaitan DAS erat dengan tingkat kepadatan penduduk. Apabila jumlah penduduk di
wilayah DAS tinggi dan pemanfaatan sumber daya alamnya intensif, maka dapat
menyebabkan penurunan fungsi DAS yang berpotensi mengakibatkan risiko bencana
seperti banjir. Sebaliknya, permintaan terhadap fungsi DAS sebagai penopang kehidupan,
baik di wilayah hulu maupun hilir, terus mengalami peningkatan (Kurniasari et al., 2019;
Upadani, 2017). Sebagai jalur pengaliran utama dari Daerah Aliran Sungai (DAS), sungai
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memerlukan ruang yang memadai agar dapat berfungsi optimal. Kerusakan DAS menjadi
penyebab wilayah menjadi lebih rentan terhadap risiko banjir (Ayu & Rachmi, 2013;
Endarwati et al., 2021). Namun, pertumbuhan wilayah dan perubahan batas antara sungai
sebagai jalur aliran dan zona permukiman (Sakdiah & Rahmawati, 2021) menyebabkan
terganggunya fungsi sungai sebagai pembawa aliran (Masridah, 2023) serta menurunkan
nilai pemanfaatan lahan karena sering terendam ketika banjir terjadi (Endarwati et al.,
2021).
C. Sempadan Sungai

Sempadan sungai atau riparian zone, yang merupakan zona buffer di antara ekosistem
air dan daratan, memiliki peran vital dalam menjaga kualitas air sungai. Zona ini
ditanami vegetasi seperti rerumputan, semak belukar, dan pohon-pohon. Zona ini efektif
sebagai penyaring polutan seperti pupuk, pestisida, patogen, dan logam berat. Selain itu,
garis batas riparian ditetapkan sebagai pembatas untuk pembangunan di sepanjang tepi
sungai yang berperan sebagai zona perlindungan sungai (PERMEN PUPR Nomor 28
Tahun 2015; Mukhlis et al., 2021). Floodplain atau sempadan sungai berada di antara
ekosistem sungai dan ekosistem daratan. Fungsi garis ini adalah untuk menjamin
keberlanjutan dan kinerja sungai, sekaligus melindungi masyarakat dari potensi bencana
di sekitar sungai, termasuk banjir dan longsor.

Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang
Pengelolaan Kawasan Lindung menyebutkan sempadan sungai diartikan sebagai kawasan
yang terletak sepanjang tepi kiri dan kanan sungai, mencakup sungai buatan, kanal, atau
saluran irigasi utama. Garis sempadan adalah batas luar yang ditetapkan sebagai langkah
pengamanan untuk pembangunan bangunan dan/atau pagar. Garis ini ditarik pada jarak
tertentu sejajar dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki
tanggul, tepi situ/rawa, tepi waduk, tepi mata air, as rel kereta api, jaringan tenaga listrik,
dan pipa gas, bergantung pada jenis garis sempadan yang diatur, di luar garis ini, pemilik
tanah tidak diizinkan untuk mendirikan bangunan (Londa et al., 2021; Mukhlis et al.,
2021).

Informasi penggunaan lahan yang disajikan mengikuti Klarifikasi penggunaan lahan
yang telah di tetapkan dalam PERMEN PUPR Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penentuan
Garis Sempadan Sungai menyatakan bahwa garis sempadan sungai besar tidak
bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit 100 (seratus) meter dari
tepi Kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai. Aturan ini memberikan panduan
yang jelas terkait pembatasan dan prosedur penggunaan lahan di sekitar sungai, dengan
maksud untuk menjaga ekosistem sungai agar tetap berkelanjutan dan menghindari
potensi risiko banjir serta dampak lingkungan negatif lainnya. Kehadiran regulasi ini
diharapkan dapat mengarahkan pengelolaan lahan di sepanjang sungai dengan bijaksana,
mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan perlindungan lingkungan.

METODE

Lokasi penelitian adalah sempadan Sungai Kota Samarinda di 3 Kecamatan yaitu Loa
Janan |llir, Palaran, dan Samarinda Seberang. Pengolahan data utama pada penelitian
dilanjutkan dengan analisis deskriptif. Peta penutup lahan yang diperoleh dari Badan
Informasi Geospasial menyajikan data penutup lahan permukiman dianalisis dengan
menggunakan teknik analisis buffering dengan lebar 100 meter di kiri dan kanan sungai untuk
mengetahui area sempadan sungai dan permukiman yang melanggar. Batas 100 meter dipilih
berkaitan dengan ketentuan lebar, kedalaman, dan lokasi sungai menurut PERMEN PUPR
Nomor 28 Tahun 2015 yang merupakan wilayah kajian peralihan perkotaan-perdesaan. Peta
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penutup lahan dengan teknik analisis buffering digunakan untuk mengetahui batas sempadan
sungai yang sesuai. Analisis buffering menghasilkan daerah batasan melingkupi objek
(wilayah baru). Analisis ini sangat baik untuk melakukan perencanaan, perlindungan
lingkungan, dan pemetaan zonasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Batas Sempadan Sungai dan Permukiman Terlarang
Pertumbuhan perkotaan yang semakin pesat di Kota Samarinda mengakibatkan areal
di tepi Sungai Mahakam mengalami alih fungsi lahan berupa pembangunan permukiman
penduduk. Peningkatan penduduk berimplikasi kepada peningkatan permintaan tempat
tinggal sebagai kebutuhan dasar manusia. Hal ini mengakibatkan semakin banyak warga
yang mencari tempat tinggal di daerah pinggiran kota, termasuk di sepanjang tepi Sungai
Mahakam pada wilayah administratif Kecamatan Loa Janan Ilir, Palaran, dan Samarinda
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Gambar 1. Peta Administrasi Kecamatan Loa Janan llir, Palaran, dan Samarinda
Seberang, Kota Samarinda

Batas sempadan sungai dan permukiman terlarang adalah dua aspek penting dalam
pengelolaan perkotaan yang berkaitan dengan keberlangsungan lingkungan dan
keamanan warga. Batas sempadan sungai adalah area atau zona penyangga antara sungai
dan daratan yang memiliki fungsi konservasi alam dan ekologi. Area ini berperan penting
dalam menjaga ekosistem sungai, menyediakan habitat bagi flora dan fauna, dan
menahan banjir. Batas sempadan sungai sering kali ditetapkan oleh peraturan daerah atau
perundang-undangan sebagai upaya melindungi dan menjaga kualitas lingkungan sungai.
Pasal 22 dari PERMEN PUPR Nomor 28 Tahun 2015 tentang pemanfaatan sempadan
sungai dibatasi pada beberapa kegiatan tertentu diantaranya pembangunan prasarana
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sumberdaya air, fasilitas jembatan dan dermaga, penempatan jalur pipa gas dan air
minum, penyebaran kabel listrik dan telekomunikasi, aktivitas lain yang tidak
mengganggu fungsi sungai, dan pembangunan bangunan ketenagalistrikan (Jayanti &
Suteki, 2020)

Pemanfaatan ruang di kawasan bantaran sungai cenderung tidak terkontrol yang
berdampak pada penyebaran bangunan (Mokodongan et al., 2014), erosi, sedimentasi,
dan menurunkan kualitas sungai (Kedhaton & Hastuti, 2023). Pembangunan permukiman
di lahan sempadan sungai membawa risiko penggenangan air periodik pada musim hujan,
sementara lahan sempadan yang tidak stabil dan mudah longsor membahayakan
keselamatan penghuni di sekitar sungai (Harvianto & Utami, 2022). Pertumbuhan
permukiman di sepanjang tepian sungai menciptakan suatu jenis permukiman linier di
sempadan sungai. Pesatnya pertumbuhan permukiman yang tidak diatur dengan baik
dapat mengancam keberlanjutan wilayah konservasi air (Anggraini, 2018).
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Gambar 2. Peta Batas Sempadan Sungai Mahakam Kecamatan Loa Janan llir, Palaran,
dan Samarinda Seberang, Kota Samarinda

Wilayah tepi Sungai Mahakam yang termasuk dalam wilayah administratif
Kecamatan Loa Janan Ilir, Palaran, dan  Samarinda Seberang sebagian besar
dimanfaatkan sebagai lahan bermukim oleh masyarakat. Permukiman tersebut dibangun
sangat dekat dengan sungai, bahkan ditemui bangunan yang berdiri pada jarak kurang
dari 3 meter dari batas tepi sungai. PERMEN PUPR Nomor 28 Tahun 2015 pasal 6 ayat
2 menyatakan bahwa batas daerah penguasaan sungai yang berupa daerah retensi
ditetapkan 100 meter dari elevasi banjir rencana di sekeliling daerah genangan. Fungsi
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dari penetapan batas 100 meter ini adalah untuk menetapkan zona khusus yang bertujuan
untuk retensi air di sekitar daerah genangan sungai. Penetapan batas tersebut, bertujuan
untuk menciptakan suatu area yang dapat menjaga dan menyimpan air pada saat
terjadinya banjir, sehingga dapat mengurangi dampak banjir dan meminimalkan risiko
kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh air yang melimpah. Penetapan garis sempadan
sungai bertujuan untuk mengatur perlindungan, pemanfaatan, dan pengendalian sumber
daya sungai agar sesuai dengan tujuannya. Pasal-pasal dalam regulasi menteri tersebut
dijadikan pedoman dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan kondisi fisik Sungai
Mahakam. Oleh karena itu, penetapan batas sempadan sungai menjadi dasar untuk
melaksanakan kegiatan yang dapat efektif dalam menjaga dan mengelola sumber daya
sungai (Jayanti & Suteki, 2020).

Terdapat pembangunan permukiman di wilayah sempadan sungai sepanjang 3
kecamatan Loa Janan llir, Samarinda Seberang, dan Palaran seluas 2 km?. Batas
sempadan sungai sepanjang 100 meter yang telah ditentukan memberikan batas yang
jelas terkait larangan lahan terbangun di wilayah tersebut. Hasil yang diperoleh
menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang melanggar aturan batas sempadan
sungai untuk keperluan tempat tinggal. Masyarakat tepian Sungai Mahakam membangun
rumah non permanen dengan tipe rumah panggung di sepanjang sempadan sungai.

Perubahan fungsi bantaran sungai menjadi permukiman padat menyebabkan dampak
yang merugikan bagi penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Permukiman yang
berada di bantaran sungai sering kali berisiko tinggi terkena banjir, terutama selama
musim hujan atau ketika sungai meluap. Penduduk yang tinggal di permukiman ini harus
menghadapi ancaman banjir yang dapat menyebabkan kerugian besar, seperti kerusakan
rumah dan harta benda, bahkan hilangnya nyawa. Wilayah yang berpotensi mengalami
risiko banjir di Kota Samarinda mencakup luas sekitar 11.732 hektar, atau sekitar 16,36%
dari keseluruhan luas kota. Daerah-daerah yang terkena potensi risiko banjir ini meliputi
Kecamatan Samarinda Utara, Samarinda Ulu, Samarinda Ilir, Samarinda Kota, Sungai
Pinang, Sungai Kunjang, Loa Janan llir, Palaran, dan Sambutan (BNPB, 2019).
Akibatnya, penduduk menghadapi kesulitan akses ke layanan publik, seperti air bersih,
sanitasi, dan sarana kesehatan, ketika daerah tempat tinggal mereka tergenang air selama
banjir.

Perubahan fungsi bantaran sungai menjadi permukiman padat bukan hanya
berdampak pada lingkungan dan ekosistem, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi
masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Pendekatan yang komprehensif diperlukan
dalam mengelola permukiman di bantaran sungai, menyeimbangkan lingkungan dan
kualitas hidup sosial-ekonomi masyarakat. Perlindungan dan pelestarian lingkungan
sungai harus diutamakan, serta solusi adaptasi bencana dan mitigasi risiko banjir harus
diimplementasikan. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam
mencapai tujuan ini, menciptakan perkotaan yang berkelanjutan dan memberikan
perlindungan serta kesejahteraan bagi masyarakat di permukiman padat di tepi sungai.

B. Arah Pengelolaan Sempadan Sungai
Pengelolaan sempadan sungai adalah langkah kritis dalam menjaga keberlanjutan
lingkungan sungai dan melindungi masyarakat dari risiko bencana alam, terutama banjir.
Salah satu arah penting dalam pengelolaan sempadan sungai adalah penerapan konsep
tata ruang yang bijaksana. Penetapan zona sempadan sungai yang tepat dalam rencana
tata ruang kota atau wilayah merupakan langkah awal yang penting. Zona ini harus dijaga
sebagai kawasan konservasi alam yang tidak boleh digunakan untuk pemukiman atau
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pembangunan infrastruktur yang dapat mengganggu aliran sungai. Penetapan zona
sempadan sungai juga harus mempertimbangkan topografi, ketersediaan lahan, dan
kondisi lingkungan sekitar sungai.

Pengelolaan sempadan sungai harus diintegrasikan dengan program penghijauan
kota dan kawasan. Membangun hutan kota atau taman kota di zona sempadan sungai
akan membantu menjaga keberlanjutan lingkungan dan memberikan ruang terbuka hijau
bagi masyarakat. Tumbuhan dan vegetasi di sekitar sungai berperan sebagai filter alami
yang membantu mengurangi pencemaran dan mengatur aliran air. Pembagian sempadan
sungai menjadi zona penyangga, konservasi, dan estetika. Konsep ini dikembangkan
sebagai respons terhadap kebutuhan yang kompleks terkait perlindungan ekosistem
sungai dan kehidupan sekitarnya. Zona penyangga berfungsi sebagai benteng alami
melawan dampak manusia dan alam, sementara zona konservasi menjaga
keanekaragaman hayati sungai. Zona estetika difokuskan pada penciptaan keindahan
visual. Dengan pendekatan ini, pengelolaan sungai menjadi lebih terstruktur dan terfokus,
mempertimbangkan fungsi dan tujuan khusus dari masing-masing zona sesuai dengan
kebutuhan perlindungan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat (Wardiningsih &
Salam, 2019).

Daerah Aliran Sungai (DAS) memiliki tiga komponen utama, yaitu biogeofisik,
sosial-ekonomi, dan kelembagaan. Pengelolaan sempadan Sungai Mahakam sangat
tergantung pada ketiga komponen DAS tersebut. Pengelolaan biogeofisik harus sesuali
dengan perencanaan dan tata guna lahan yang telah ditentukan. Pendekatan berbasis
struktural diterapkan dalam pembangunan sempadan sungai yang optimal. Penguatan
pembangunan tanggul sungai akan membantu melindungi masyarakat dari risiko bencana
alam yang berhubungan dengan sungai (Hardjowigeno & Widiatmaka, 2015;
Listyaningrum et al., 2017) .

Lebih lanjut rekomendasi arahan pengelolaan telah dilakukan dalam penelitian
Listyaningrum et al., (2017) dalam upaya mengelola sempadan sungai, perhatian utama
difokuskan pada aspek sosial ekonomi dengan mengimplementasikan mitigasi
nonstruktural. Upaya tersebut mencakup pendidikan/pelatihan, penyuluhan, serta
penataan ruang dan relokasi. Program pendidikan dan penyuluhan ditujukan untuk anak-
anak dan peserta didik di berbagai jenis sekolah, baik formal maupun informal.
Sementara itu, penyuluhan juga disasar kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama
orang dewasa. Untuk melaksanakan penataan ruang dan relokasi, pemetaan rencana tata
ruang wilayah (RTRW) dijadikan sebagai pedoman. Melalui program sosialisasi dan
edukasi, diharapkan masyarakat semakin memahami manfaat dan konsekuensi dari
pengelolaan sempadan sungai yang optimal. Pendekatan yang komprehensif dan
berkelanjutan dalam pengelolaan sempadan sungai bertujuan untuk menjaga
keberlanjutan lingkungan sungai, melindungi masyarakat dari risiko banjir dan bencana
alam, serta menciptakan kawasan perkotaan yang lebih berkelanjutan dan nyaman bagi
seluruh warganya.

Peran penting aspek kelembagaan dalam mengelola sempadan sungai terlihat dalam
memberikan insentif kepada pemilik bangunan yang bersedia mengikuti ketentuan
rencana tata ruang, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya
melestarikan lingkungan dan memanfaatkan lahan sesuai dengan kapasitas dan
kesesuaiannya (Listyaningrum et al., 2017). Pengelolaan sempadan sungai membutuhkan
partisipasi aktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Masyarakat yang
tinggal di sekitar sungai harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait
penggunaan lahan dan upaya perlindungan lingkungan. Dengan pemahaman yang baik
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tentang pentingnya keberlanjutan sungai dan manfaat dari zona sempadan, masyarakat
akan lebih termotivasi untuk berkontribusi dalam upaya pengelolaan sungai yang
berkelanjutan.

Selain itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas untuk mencegah pembangunan
ilegal di zona sempadan sungai. Seringkali, pemukiman atau bangunan ilegal dibangun
tanpa izin di dekat sungai, yang dapat mengganggu aliran sungai, menyebabkan erosi,
dan meningkatkan risiko banjir. Menurut Pasal 11 dalam Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2007 tentang Tata Ruang, disebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota memiliki
hak dan tanggung jawab untuk mengatur, membina, dan mengawasi pelaksanaan
penataan ruang di wilayah kabupaten/kota serta kawasan strategis kabupaten/kota
(Prastiandiani, 2016). Penerapan hukum yang tegas akan menegaskan bahwa pelestarian
zona sempadan sungai menjadi prioritas bagi pemerintah dalam melindungi lingkungan
dan masyarakat.

Pemanfaatan teknologi modern juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat
tentang pentingnya pelestarian zona sempadan sungai. Informasi yang didapatkan dari
Sistem Informasi Geografis (SIG) dan pemantauan satelit dapat diakses secara transparan
oleh masyarakat sehingga mereka dapat lebih memahami peran penting zona sempadan
dalam menjaga keseimbangan ekosistem sungai dan mengurangi risiko bencana alam.
Dengan adanya partisipasi aktif masyarakat yang didukung oleh data akurat, upaya
pengelolaan sempadan sungai akan semakin berhasil dalam menjaga keberlanjutan
lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan studi kajian yang telah dilakukan, hasil analisis peta menunjukkan batas
sempadan sungai sesuai dengan PERMEN PUPR Nomor 28 Tahun 2015 adalah 100 meter
karena wilayah penelitian merupakan kawasan peralihan. Kawasan permukiman yang
melanggar aturan sempadan sungai seluas 2 km? pada sepanjang 3 kecamatan yaitu
Kecamatan Loa Janan lIlir, Samarinda Seberang, dan Palaran. Arahan pengelolaan sempadan
Sungai Mahakam tidak lepas dari ketiga komponen DAS vyaitu biogeofisik, sosial-ekonomi,
dan kelembagaan. Pengelolaan sempadan sungai kritis untuk keberlanjutan lingkungan dan
melindungi masyarakat dari risiko banjir. Diperlukan penetapan zona tepat, penghijauan Kkota,
partisipasi masyarakat, penegakan hukum, dan pemanfaatan teknologi untuk menjaga
ekosistem sungai dan kesejahteraan masyarakat.
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